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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian 

ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai berikut. 

1. Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap 

anak pengemis dan pengamen bertumpu pada dua kerangka normatif 

utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 

15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum. Secara kelembagaan, tanggung jawab tersebut dijalankan melalui 

kolaborasi antara Satpol PP dalam fungsi penertiban dan Dinas Sosial 

dalam fungsi rehabilitasi sosial. Namun pada tataran implementasi, 

pertanggungjawaban itu belum berjalan secara optimal. Pendataan anak 

pengemis dan pengamen masih bersifat pasif karena hanya mengandalkan 

data dari proses penangkapan, pembinaan di shelter dibatasi maksimal 

tiga hari, dan penerapan sanksi terhadap pelaku eksploitasi belum 

konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata 

antara mandat normatif dengan praktik perlindungan di lapangan. 

2. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan 

perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pengemis dan pengamen 

mencakup mekanisme pengamanan dan penerimaan di shelter, pembinaan 

dan penyuluhan, reunifikasi keluarga melalui koordinasi dengan TKSK 
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dan pemerintah desa, serta rujukan ke panti sosial provinsi bagi anak yang 

tidak memiliki keluarga yang memadai. Langkah-langkah tersebut sudah 

menunjukkan adanya sistem yang berjalan, namun berbagai keterbatasan 

yang ada, khususnya tidak tersedianya rehabilitasi jangka panjang, 

lemahnya basis data anak rentan, dan belum efektifnya program 

pemberdayaan keluarga, menyebabkan upaya perlindungan yang 

dilakukan belum mampu memutus siklus eksploitasi anak secara 

menyeluruh. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini menyampaikan saran sebagai 

berikut. 

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membangun sistem pendataan 

aktif terhadap anak yang berpotensi dieksploitasi, tidak hanya berdasarkan 

data dari proses penangkapan, sehingga intervensi perlindungan anak 

dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. 

2. Dinas Sosial perlu mendorong peningkatan kapasitas shelter agar dapat 

berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi jangka menengah, bukan sekadar 

tempat penampungan sementara, sehingga anak yang memerlukan 

penanganan intensif dapat memperoleh layanan yang memadai. 
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